kebutuhan untuk meningkatkan taraf hidup seseorang. Upah buruh harus
dinaikkan agar kualitas hidup buruh dan keluarganya juga meningkat. Upah
dapat diberikan berdasarkan jam kerja atau satuan barang yang dapat diproduksi
oleh pekerja. Upah minimum adalah suatu benfuk upaya untuk meningkatkan



taraf hidup masyarakat yang berpenghasilan rendah atau rendah. Jadi. jika upah
minimum tertents semakin tinggl maka pendapatan masyarakat juga akan
meningkat, sehingga tingkat manfaat juga akan menmgkat (Ramdhansya &
Indrawati, 2022}

Besaran upah minmmum di Kabupaten/Kota dipengaruhi secara signifikan
oleh perkanhung.m_ﬂkﬂnnmi Mmﬁmpkuﬂ oleh Gubermur dan
sulkan e Bopat s Waliot.Secar keslusuhin,upl el pern
penting bag: pekerja, menjadi. pendapatan yangsangat. diperlukan untuk
memenuhi kebutuhan hidup pribadi dan keluargn, serta berfungsi sebagai
insentif unfuk mendorong peningkatan produktivitas kerja (Lestari eral.. 2022).

Pemberian imbalan kepada pekerjn sebagai hasil dari pekerjaan yang
mereka fakukan selalu menghadupi tantangan dalam proses penetapan upah
minimum sefiap tahunnya. Hal ini terjadi karena kebijakan pemerintah dalam
mmnlnkm besaran opah minimom, yang diatur lﬂmmﬁh‘mdmﬂ‘
undangan. dianggap belum mencukupi untuk mencapai standar kﬁiﬂupan yang
layak. Ketidaksetaruan standar kehidupan yang berbeda-beda antar daerah juga
turut berperan dalam hal ini. H‘hhungau antara pekerja dan pengusaha atau
pemberi kerja dapat tercermin melalui bessran upah yang diterima oleh pekerja.

Sudah scharusnya pekerja diperlakukan sebagai individu yang berhak
mendapatkan penghargaan yang pantas dan perlindungan. Oleh karena itu, upah
minimum seharusnya mampu memenuhi  kebutohan hidup pekerja dan

keluarganya, waliupun dalam tingkat sederhana. sehingga dapal memberikan

perlindungan dan penghargaan vang adil kepada pekerja ( Abduh, 2022),



Berikut data upah minimum Kabupaten/Kota dari seluruh KabupatenKota di
Provinsi Jawa Timur pada tahun 2022:

bar 1. 1 Grafik Upah Mintmum 3§ Kabupaten/Kota Provinst

=ty

n gambar |.1  menunjukan bahwa pada tahun 3
i Kota Surabaya -_ mencapai Rp.4.375 79.19 dan di Kabup

urua A65.13 fI':'F dan yang
54.787,17. Sedangkan
UMK terendah berad pear Rp.1.922.122.97 dan
Kabupaten Pameksan sebesar Rp.|.939.686,39. Menunjukan dari selisih UMK
tertinggi dan terendah yaitu adanya  kesenjangan upah minimum di
Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.

Kesenjangan upah dapat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu perbedaan
tingkat hidup dan biaya hidup, Kota Surabaya sebagai Ibu Kota Provinsi Jawa
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Timur umumnya memiliki biaya hidup yvang lebih tinggi daripada Kabupaten
Sampang yang termasuk wilavah dengan tingkat pengembangan ekonomi yang
lebih rendah. Akibatmya, UMK di Kota Surabaya cenderung lebih tinggi untuk
mencerminkan bizya hidup yang lebih tinggi.

Selain faktor perbedaan tingkal hidup dan biava hidup, adapula faktor
pertumbuhan Ekonomi dan stukiur industi yang dimana Kota Surabaya sebagai
pusot skongrt da perdagangan i v Tiur mlikiprtububianskonorn
}-nnghhihpesa] dm'hmwmmhur tndustre. ﬁduk,hnyn*ms_umbayn tetapi
pada Kabupaten Gresik, Pasuruan don Majokerto yang merupakan daerah
indusiri yang memiliki pabrik terkenal yaitu PT, Semen Indonesia (Perserc) Thk
yang bernda di Kabupaten Gresik dan PT. Ajinomoto Indonesia yang berada di
Kabupaten Mojokerto. Sementars pada Kabupaten Sampang yang berads di
Pulau Madura yung scktor ekonomi utama hanya sektor pertanian sehingga

en tersebut cenderung

menjadi blasan mengapa penetapan UMK pada
rendah.

Kesenjangan UMK antara Kota Surabayn dengan Kabupaten Sampang
perlu diperhatikan oleh pemerintah dacrah dalam upavs meningkatkan

kesejahteraan pﬂkequmm en i u
di seluruh wilayah Kabupaten'Kota. Pengenalan kebijakan vang tepat untuk

an ekonomi yang lebih merata

mengatasi perbedaan ini menjadi penting guna mencapai keseimbangan dan
keadilan dalam tingkat upah antar wilayah.
Dalam ranoh ketenagakerjaan, upah merupakan isu yang sangat menank

untuk diperbincangkan, dan hal mi memiliki keterkaitan yang erat dengan aspek



chonomi. Berbagai dimensi ketenagakerjaan selalu memiliki keterhubungan
dengan upah. Upah mengacu pada segala bentuk kompensasi yang timbul dan
perjanjian kerja, independen dari jenis pekerjaan dan bentuk mata uang yang
digunakan. Upah mencerminkan pendapatan yang diterima oleh pekerja sebaga
balasan atas kontribusi kerjanya. Pembayaran upah dapat dilakukan dalam
bentuk uang tunai matpun non tunai (Damanik & Zalukhu, 2021).
Pesmaslahan i adlah pems b yuog tads babisoya G
dunia ketenogakerjaan. Terdapat perbedsan pandangan serta: kepentingan,
tenaga kerja menjadikan upah sebagal kepentingan untuk memenuhi kebutuhan

ﬁiﬂm.mﬂapnn upah dengan ketentuan tidak sr.!t-i mmﬁm layak
w 'ﬂh akon mengakibatkan hasil kerja tidak mlﬁmul “sehingga
produktvitas perusahaan rendah dan permintaan jumlsh produksi tidak dupat
tercapai sesuai target perusahaan. Sedangkan perusahaan memiliki kepentingan
terhadap upah untuk mengefisiensi biaya agar mendapatkan profit ataupun
memaksimalkan laba. upah yang semakin besar m':%tpaﬁl.ptkerja atau
buruh mengakibatkan perusahasn tidak mendapatkan keuntungan profit atau
Lnbmmmhiﬂ.

Terdapat heﬂngn;mmm_}mﬂm Sﬂﬂ:&ks ekonomi, dan ketika
produktivitas tenaga kerja meningkat. hasil produksi barang dan jasa akan

bertambah dan waktu vang diperlukan untuk produksi akan lebih singkat. Harga
barang dan jasa biasanya mengalami variasi atau kenatkan setiap tahunnya.
Perbedaan ini mempengaruhi hargs barang dan jasa, vang pada akhimya

mengakibatkan kenaikan, wang kemudian berdampak beragam pada



kesejahteraan masyarakat. Akibatnya, muncul tantangan dalam mengidentifikasi
perubahan harga vang terjadi dalam tingkat perekonomian, sehingga
perhitungan nilai upah riil dari tahun ke tahun menjadi kompleks (Primadila &
Asmara, 2022).

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator
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an grafik 1.2 menunjukan bahwa pada tahun
da Kot Surabaya sebesar Rp.655.616.22 miliar, Kabup
:- bl _ -I .-.-.t---:-.-_."-.'." .- RPJ'?I_. : -..' s

Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Perbeduan nilai PDRB ini mencerminkan
perbedaan tingkat perRBURASONHGEN) din komivibusi sekior skonomi di
masing-masing wilayah. PDRB yang finggi menunjukkan bahwa wilayah
terhadap perekonomian provinsi Jawa Timur secara keseluruhan, Sementara itu,
PDRB yang lebih rendah menandakan adanya potensi pertumbuhan ekonomi
yang masih dapat dikembangkan lebih lanjut.
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Kabupaten/Kota yang menjadi pusat pemerintahan di Jawa Timur. seperti
Kota Surabays yang merupakan salah satu kota terbesar dan pusat ekonomi dan
perdagangan di Indonesia. Kota ini memiliki pelabuhan laut yang strategis, yaitu
Pelabuhan Tanjung Perak, yang menjadi salah satu pelabuban tersibuk di
Indonesia. Keberadaan pelabuhan ini memfasilitasi arus barang dan jasa yang
signifikan, baik dutumm:ﬂngaugm-ﬂmaﬁmm internasioral. Sementara
Kota Mojokerto memiliki nilai PDRB terenduh didominasi oleh sektor-sektor
ekonomi tertentu yang memiliki tingkat pertumbulian vang lebih lambat atau
kumng berkontribusi secara signifikan terhadap PDRB.

Jika sektor-sektor ekonomi yang dominan mwm atau tidak
berkembang, hal ini dapat berdampok negutif pada PDRB. Kots Mojokerto
memiliki sumber daya alam yang terbatas atsu tidak dimanfaatkan secara
optimal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Keterbatasan sumber daya
alam dapat membatasi potensi pertumbuhan ckonomi wilayah tersebut. Pada
penefitian Damanik & Zalukhu (2021) membuktikan dengan hasil PDRB
berpengaruh positif dan signifikan terhadap upah minimum pada penelitiannya.

‘Selain indikator PDRB, Pengeluaran per kapita juga menjadi faktor yang
mempengaruhi upah minimum. Pengefusran per kapita adalah ukuran yang
digunakan untuk menghinmg rata-rata pmgelua.r:m per individu dalam suatu
populasi atau daerah tertentu dalam periode waktu tertentu. Pengeluaran per
kapita dapat dihitung untuk berbagai aspek. termasuk pengeluaran makanan,
perumahan, transportasi, pendidikan, dan lainnya. Pengeluaran per kapita

memunjukkan rata-rata pengeluarsn per individu di suatu wilayah. Jika upah



minimum di Kabupaten/Kota Jawa Timur relatif rendah, maka pengeluaran per
kapita cenderung akan terpengaruh. karena pendapatan individu menjadi
terbatas. Akibatnya, daya beli masyarakat menurun, sehingga dampaknya dapat
dirasakan pada konsumsi barang dan jasa.

Upah minimum yang tinggi dapat meningkatkan pengeluaran per kapita dan

bahwa Pengahjm signifikan terhadap upah
minimum ksbupatenkota, Berikut data Pengeluaran per kapita dari seluruh
Kabupaten/Kota Jawa Timur pada tahun 2022:



mals Wileeg
Konn Probid gl
Koty Pasurdi
Karta B ek i
Wotn Idadfun
Ko Bumsayn
s A

kabupaten Sampang, Pamekasan, dan Bangkalon mengandalkan sektor ekonomi

yang lebih terbatss, yang dapat mempengaruhi tingkat pendapatan dan
pengeluaran masyarokat. Hal im dapat disebabkan karena kota-kotn besar

biasanya memiliki infrastruktur yang lebih baik dan akses lebih mudah terhadap
berbagai pelayanan. termasuk pendidikan, kesehatan. dan hiburan. Hal ini dopat
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mendorong peningkatan pengeluaran per kapita karena masyarakat memiliki
akses yang lebih baik terhadap barang dan jasa. Perbedaan tingkat harga barang
dan jasa antar wilayah juga dapat mempengaruhi pengeluaran per kapits. Kota-
kota besar seringkali memiliki tingkat harga vang lebih tinggi daripada
Kabupaten, yang dapat mengakibatkan pengeluaran per kapita yang lebih besar

Apabila pangsa tenaga kerja
mengalami penurunan { Armidi er o/, 2018). Berikut merupakan dats Tingkat
Partisipasi Angkatan Kerja Kabuaten/Kota Provinsi Jawa Timur:

"
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HHE HitiiH
13 g3 Fgdd

_____________

yang cukup baik di wilayah tersebut. Lalu tingkat TPAK yang tinggi di
Kabupaten Ngawi juga mencerminkan aktifnya penduduk usia kerja dalam
kegiatan ekonomi. Faktor seperti pertumbuhan sektor ekonomi yang positif atau
keberadaan sektor-sektor padat karya yang berkontribusi pada tingginyn tingkat
TPAK dan di Kabupaten Sumenep juga memiliki tingkat TPAK yang tinggi,
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menunjukkan partisipasi aktif penduduk usia kerja dalam perekonomian wilayah
tersebut.

Rendahnya tingkat TPAK di Kota Malang disebabkan oleh seperti tingginya
angka pendidikan atau mobilitas tenags kerja vang lebih rendash, sedangkan di
Kabupaten Jombang Penyebabnya bervanasi, termasuk pertumbuhan ekonomi
yang kurang pesatatau adanya snﬂwﬂ)mﬁm tidak begitu menggerakkan
lapangan kerja.dan di Kabupaten Nganjuk lingkst TPAK rendsh dipengaruhi
olel faktor-faktor serupa, seperti pertumbuhan ckonomi vang kurang dinamis
atoy keterbatasan fapangan kerja. Pada penelmm& Asmara (2022)
ﬂnm judul analisis faktor — faktor yang mw penetapan upah
minimum di Kota Banjarmasin” dengan hasil Tingkat parfisipasi angkatan Kerja
memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penetapan Upah
Minimium.

Herdasarkan latar belakang yang telah disampaikan diatas baliwa meskipun
daerah-doerah di Provinsi Jawa Timur memiliki potensi sektor ekonomi dan
sektor industri yang cukup banyak dibanding dengan Provinsi Jawa Tengah,
akan fetapi Provinsi Jawa Timur menjadi urutan pertama jumiah penduduk
miskin di indonesia qummﬂnﬁuﬁm Statistik pada tahun
2022 sebesar 4.236.510 jiwa sedangkan pade Provinsi Jawa Tengah sebesar
1.B58.230 jiwa yang dimana tingkat upah minimum lebih tinggi pada Provinsi
Jawa Timur dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah sehingga penclit
meneliti apakah ada keterkaitan antara PDRB, Pengeluaran per kapita dan TPAK

terhadap Upah Minimum. Hal milah yang selanjutnya akan dikajp dalam
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penelitian terkait pengaruh PDRB, Pengeluaran per kapita dan TPAK terhadap
Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.
1.2, Rumusan Masalah

Berdasarkan uraion lstar belokanpg diatss, menunjukan kondisi Upah

Minimum di wilayah Jawa Timur. Beberapa Kabupaten/Kota masih perlu di

1.3, Tujuan Penelltian
Berdasarkan dari rumuosan masalah di atas moka tujuan dilakukannya
penelitian ini adalah sebagai berikut:
I. Menganalisis pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap Upah
Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur
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2. Menganalisis pengaruh Pengeluaran per kapita terhadap Upah Minimum
Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur

3. Menganalisis pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja terhadap Upah
Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur

i.4. Manfaat Penelltian

3. Bagi Akademis
Universitas Amikom Yogyakarta, peluang publikasi dan pembelajaran
selanjutnya terkhusus untuk program studi Ekonomi.
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4. Bagi Pemerintah
Melalui penelitian diharapkan pemerintah untuk menambahkan
informasi publik sehingga mudah diakses dan digunakan untuk penelitian
dan dapat membantu dalam pengembangan solusi yang berbasis bukti untuk

melodologi penelitian yang digunakan didalam bab penelitian ini. Adapun
uraian bab 3 yaitu meliputi, objek penelitian, definisi operasional variabel
dan teknis analisis data.
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BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN merupakan hab yang berisikan
hasil pembahasan dari penelitian ini sesuai dengan judul penelitian. Adapun
isi dari ursion bab 4 vaitu hasil olah data yang sekaligus berisikan
inteprestasi dari olah data yang dihasil
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